BAB 111
HUKUMAN OVERSPEL/ZINA MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA

A. Pengertian Overspel/Zina dan Dasar Hukumnya Menurut KUHP
1. Pengertian Overspel/Zina

Overspel/Zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau
suaminya, persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak
ada unsur paksaan antara salah satunya (Soesilo 1988: 209).

Yang dimaksud dengan persetubuhan di atas adalah peraduan antara
anggota kelamin laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa
dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus
masuk ke dalam kemaluan (vagina) perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Dengan demikian, perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) indonesia merupakan persetubuhan yang dilakukan antara
laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki pihak ketiga yang
bukan suami atau istrinya. *

2. Dasar Hukum Overspel/Zina
Perbuatan Overspel/zina menurut hukum positif merupakan tindak

pidana yang melanggar aturan atau ketentuan hukum, maka secara hukum
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pula tindakan pelanggaran hukum itu akan mempunyai akibat hukum yang
berupa sanksi atau hukuman. Hal ini berdasrkan ketentuan pasal 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan
pidana dalam undang-undang, yang ada terdaulu dari pada perbuatan itu”.

Karcna pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan
perundang-undangan hukum pidana modem yang menuntut bahwa ketentuan
pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa
larangan-larangan dalam hukum adat tidak berlaku untuk menghukum orang
(Soesilo 1996: 27).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah ditentukan pada
pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan, maka bagi yang melakukan
perbuatan tersebut akan dapat dikenakan sanksi/hukuman sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal itu.

Dengan demikian, larangan berbuat overspel/zina dalam pasal 284
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dijadikan dasar bagi
pelaku zina untuk dituntut di muka hakim.

Adapun bunyi pasal 284 KUIIP yang menjadi dasar hukum larangan
perbuatan overspel/zina tersebut adalah:

(h). “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
le. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, balwa
pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sipil) berlaku
padanya:
bh. Perempuan yang bersuami berbuat zina:
2c. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya,
balwa kawannya itu bersuami:
b. Perempuan yang tiada bersnami dan turut melakukan perbuatan
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ihu, sedang diketahuinya, balwa kawannya itu beristri dan pasal 27
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil)  berlaku pada
Kawamya itu.

(2). Penuntutan hanya dilakukan atas aduan suami (istri) yang mendapat malu
dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 Undang-Undang Hukum
Perdata (sipil) dalam tempo tiga bulan setelah pengaduan itu, diikuti
dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja
makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.

(3). Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.

(1). Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang
pengadilan belum dimulai.

(5). Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum
mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentan perceraian
tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan™,

B. Unsur-unsur Perbuatan Overspel/Zina Menurut KUHP Indonesia

Menurut Prof. Moelyatno S.H. bahwa yang dimaksud dengan tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana diserfai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang
melanggar larangan tersebut (Moelyanto 1987: 54).

Sesuatu  perbuatan baru dianggap tindak pidana zina apabila
perbuatan ifu memenuhi dua unsur tindak pidana zina, yaitu:

1. Unsur perbuatan.

Yailu adanya peraduan anfara anggota Kemaluan laki-laki atau
perempuan yang telsh kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan
istri afau suaminya, perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka.
Unsur perbuatan ini berdasarkan bunyi pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana:
Yaihe:
“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap
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orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh
dihukum”.

2. Unsur melawan hukum.

Yang mana perbuatan persetubuhan tersebut bertentangan dengan
hukum yang berlaku (pasal 284), dan perbuatan ini sengaja dilakukan tanpa
ada paksaan pihak lain. Maka dengan sendirinya perbuatan yang bertentangan
atau melawan hukum (pasal 284) itu dapat dijatuhi hukuman, hal ini
didasarkan pada ketentuan pasal 1 (lihat hal:47).

C. Klasifikasi Overspel/Zina menurut KUHP Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang
dimaksud dengan perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-
laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang
bukan istri atau suaminya, yang mana perbuatan ini dilakukan atas dasar suka
sama suka (Soesilo 1996: 209).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,
perzinaan merupakan suatu delik aduan absolut, yang mana peristiwa ini
tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa
dirugikan, yaitu pihak suami atau pihak istri dari pezina tersebut. Sedangkan
pihak lain tidak dapat mengadukan perbuatan tersebut walaupun dengan
tertangkap tangan (tertangkap basah)nya si pelaku.

Dengan demikian, tidak semua persetubuhan yang dilakukan oleh
laki-laki dan perempuan dikategorikan tindak pidana zina, seperti
persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama

belum menikah (tanpa ikatan perkawinan yang sah).
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belum menikah (tanpa ikatan perkawinan yang sah).
Ketentuan tindek pidana zina dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Indonesia adalah perzinaan yang dilakukan oleh:
1. Laki-laki yang beristri, dan pasal 27 KitabUndang-Undang Hukum Perdata
(sipil) berlaku padanya.

. Perempuan yang bersuami.

~o

3. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa

kawamnya itu bersuami.

:L.

Perempuan yang tizda bersuami yang torut melakokan perbuatan i,
sedang dikelahuinya bahwa kawannys itu beristri dan pasal 27 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Ketentuan di atas berdasarkan bunyi pasal 284 KUHP, adalah scbagai
berikut.
“Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

le. a. Laki-laki yang beristri, berhuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal
27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.

b. Perempuan vang bersuami berbuat zina

Ze. a. Laki-laki yang turut melukukan perbuatan itu, sedang diketahuirtya,
bahwa kawannya itu bersuanii.
b. Perempuan yang tiada bersuami vang turut melakukan perbuatan itu,
seding diketahuinya bahwa kawannya itu beristii dan pasal 27 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawamya itu”.

Dari uraian di atas, maka secara garis besar pezinaan menurut Kitab
Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dapat diklasifikasikan
menjadi dus bagian, yaitu:

1.Przinaan yang dilnkukan olch orang-orang yang teiah kuwin dengan orang

P
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yang telah kawin pula. Yaitu perzinaan yang dilakukar oleh laki-laki yang
sudah kawin (beristri) dun diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya dengan perempuan yang
telah bersuami.

2.Perzinaan  yang it dilakukan oleh orang yang belum kawin. Yaitn
perzinaan yang turut dilakukan oleh luki-laki yang belum kawin dengan
perempuan yang bersuami, dan laki-laki itu mengetahui bahwa suami
perempuan itu berlaku pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata
(sipil), atau perzinaan yang turut dilakukan oleh perempuan vang tiada
bersuami dengan laki-laki yang beristri, dan diketahuinnya buhwa pada
kawannya itu berlaku pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil).

Maka dengan demikian, untuk dapat dijatuhi hukuman atau sanksi

ziny, pezina lersebut harus memenuhi persyaratan zebagui berikut
1. Pezina harus berakal schat.

Yang dimaksud dengan berakal sehat yaitu bahwa pezina itn sedang
waras dan tidak hilang ingalannya (gila) ketika ia melakukan perbuatan
itu, Jadi ia melakukan perbuatan itu benar-benar dalam keadaan normal
atau sempuma ingatannya. Hal ini berdasakan ketentuan pasal 44

KUHP:
“Barang siapn mengerjakan sesuatu perbustan yang tidak dapat
dipertanggung  jawab kan kepadanya Karena kurang sempuma
akuinya atau sakit berubuh akal, tidak dapat dihukum”.

2.Bagi yang turut melakukan perbuatan tersebut harus seorang yang dewasa

dan bukan anak-anak.



Dengan demikian, maka setiap terjadi persetubuhan tidak semuanya
dapat dikategorikan atau diklasifikasikan dalam tindak pidana zina. Seperti
persetubuhan yang dilakukan oleh anak muda-mudi yang belum kawin,
karena persetubuhan yang demikian itu tidak tercantum dalam ketentuan kitab
undang-undanhukum pidana Indonesia, maka dengan sendirinya pula

perbuatan itu tidak dapat dihukum atau dipidana.

D. Hukuman Overspel/Zina Menurut KUHP Indonesia

Yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak
(sengsara) yang dijatuhakan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah
melanggar undang-undang hukum pidana (Soesilo 1989 : 35).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ada
bermacam-macam ketentuan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 10 KUHP yaitu :

“Hukuman-hukuman itu ialah:
a.Hukuman-hukuman Pokok:
le. Hukuman mati,
2e.Hukuman penjara,
3e.Hukuman kurungan,
4¢.Hukuman denda;
b. Hukuman-hukuman tambahan:
le. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2e. Perampasan barang yang tertentu,
3e.Pengumuman keputusan hakim”.

Demikian juga masalah-masalah pelanggaran terhadap kesusilaan
seperti tindak pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan dari perzinaan ini

sangatlah besar dan dapat merusak keutuhan martabat masyarakat. Maka



untuk menanggnlangi agnr tindak pidana zina 1ersebut tidak tersebar luas di
masyarakal, maka Kitab Undang-undang Hukum  Pidana Indonesia
menentukan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Sanksi  pidana merupakan alat atau sarana yang lerbaik yang tersedia
yang Kita miliki untuk menghadapi  kejahatan-kejahatan atan bahays besar,
dan untuk menghadapi ancaman-ancarman dari bahaya tersebul Muladi 1992 -
156).

Adapun sanksi pidana (hukuman) bagi yang melakukan tindak pidana
zing adalsh dihukum penjara  selama-lamanys  sembilan bulan. Hal ini
berdasarka{a bunyi pasal 284 KUHP, yaitu :

(1). “Dihukum penjara selama-lamanya sembiian bulan :

le. a. Laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa
pasal 27 Kitab Undan -undang Hukum Perdata (sipil) berlakuy
padanya. '

b. Perempuan yang bersuami , berbuat zina.

Ze. a. Laki-laki yang turut metakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya,
bahwa kawannya itu bersuami.
b. Perempuan vang tinde bersuami yang turut melakukan perbuatan
itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27
Kitab  Undang-undang Hokum Perdals (sipil) berlaku pada
kawannya ifn.

(2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat
malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Sipil) dalam tempo tiga bulan setelah pengaduan
ttu diikuti dengan permintaan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja
makan (scheilding van tafel en hed) aleh perbuatan itu jugs.

(3). Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.

().Pengaduan ity boleh dicabul selama petmeriksann  dimuka  sidang
pengadilan belum dimulai.

(5).Kalau bagi suamn istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Perdata
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(sipil) maka pencaduan itu tidak dapat dindahkan, scbelum mereka ity
bercerai atan  sebelum keputusan hakim lentang perceraian tempat tidur
dan meja makan”.

Dengan adanya ketentuan pasai 284 KUHP diatas, maka
persetubuhan yang dapat dituntut dengan tindak piduna perzinasn atau
perzinaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalal:

1. Perzingan yang dilakukan oleh seseorang yung . telah kawin dan berlaku
baginya pusal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil).
2. Perzinnan yang turut dilakukan oleh seorang iaki-laki maupun perempuan.

Ada pun urang-orang yang lidak dapat dituntut atau diminiai
pertanggung  jawaban  akibat melakukan persetububan (free seks) adalah
persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum kawin dengan orang yang
belum kawin pula, yaitu peré;}lubuhml antara  pemuda dan pemudi, karena
persetubuah yang demikian adalah bukan merupakan tindak pidana zina,
maka dengan sendirinya perbuatsn yang  demikian itu tidak dapat dihukum
atau dikenakan sanksi pidana.

Dalam pasal 284 KUHP disyaraikan tagi Iaki-laki dan perempuan
(suami-istri) harus tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (sipil), sedangkan pasal 27 ini hanya berlaku bagi oréng—orang Eropa
dan yang dissmakan dengan mereka.

Adapun ketentuan dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata adalah sebagai berikut: o
“Dalam waktu yang samw seorang laki-luki hailya mempunyai satu orang
perempuan sebagai istrinya, scorang perempuan hanya satu orang laki
sebagai suami”,
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Dalam aturan tersebut nsmpak muksud penbentuk Kitab Undang-
Undang Hukum Pidanu untuk hanya diberlakokan bugi orang-orang Eropa dan
yang dipersamakan dengan mercka pada umumnya dan orang-orang Beianda
pada khususnys. Seperti ketentuan hukum di negari Belanda, di muana laki-
laki atan perempuan yang sudah kawin dianggap mielakukan perzinaan apabila
melakukan hubungan seksual dengan orang ketiga.

Dengan disebutkan pasai 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(sipil) scbagai ukuran perzinaan, timbul Keganjilan dengan warga negara
Indonesin yang lidak tunduk dengan pasal 27 tersebul, seperti orang-orang
Indonesia asli (pribumi), orang-orang Arab, India dan Pakistan.

Maka dengan demikian, bagaimana dengan warga negara Indonesia
yang tidak tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-tndang Hukum Perdata
mengingal ketentuan hukum kita adalah berdasarkan Kitsb Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), apakah merekn vang berzina dapat diancam dengan
pasal 284 KUHP (tentang perzinaan) atau tidak 7.

Seiring  deagan perkembangan zaman, naka sigtim perundang-
undangan di Indonesia pun mengalami perubshan. Pada saat sekarang ini yang
menjaci tolak ukur adalah Undang-undang Neo: 1 tghun 1974 tentang
perkawinan yang mana  merupakan perunidang-undangan Nasional yang
berlaku bagi scluruh warga negara Indonesia (Undang-undang perkawinan
1907:7).

Dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang perkawinan mcnyebutkan“

bahwa:
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(1) “Pads azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanys boleh mempunyai
seorang suami.

() Pengadilan dapat memberi izin kepada scoran suami untuk beristri
lebih  dari  scorang apabila  dikehendski oleh pihak  yang
bersangkutan”.

Karena Undang-undang Perkaswinan beriaku bagi semua warga negara
Indonesia, maka dengan sendirinya persyaratan dalam pasal 284 KUHP
tenlang pasal 27 Kitab Undung-undung Hukuni Perdaly {sipil) bagi laki-laki
dan perempuan yang berzing terhapus.

Dengan demikian ketentuan pasal 284 KUIP yang mencantumkan
pasal 27 Kitab Undang-undang hukum perdata sebagzi tolak ukur perzinaan
tidak berl}:vzku lagi. Maka sclinp warga negars Indonesia yang sudah kawin
dapat diancam dengan tindak pidana perzinaan apabila melakukan zina,
karena ketentuan pasal 284 KUIP vang mensyaratkan pasal 27 BW sudah
dikembangkan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan adanya
Undang-Undang perkawinan no: 1 tuhun 1974,

Dalam pasal 284 KUHP, perzinaan merupakan delik aduan absolut
vaitu delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan (dimalukan) sepeiti pihak suami atau
1sirl.
| Dalam  hal  ini  maka pengaduan diperlukan untuk menuntut

peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi:
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“Saya minta agar peristiva ini dituntut” (Soesilo 1996:87).

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maku semua orang yang
bersangkut paut dngan peristiwa itu harus dituntut. jadi delik aduan ini tidak
dapat di pisah. Sepert. halnya apabila {A) mengaduken balwa istrinya (B)
tclah berzina dengan laki-luki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan
perzinaan) dan .C (sebagai yang turut melakukan perzinaan) kedua-duanya
harus dituntut, tidak mungkin misainva A minta supaya yang dituntut itu
hanya si C saja, sedangkan B (karena ia masih cinta) tidak: dituntut.

Sebagaimana pasal 284 KUHP, seseorang dapat dimina pertangjung
jawaban melakukan zina, apabila:

a. Adanya tuntutan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.
b. Terjadinya perceraian atau pisah tempat tidur atau meja makan karena per-
buatan itu atan dengan pulusan hakim.

Dengan demikian. tuntutan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan,
baik suami atau istri tidak akan diindahkan, apabila pengajuan tuntatan itu
sebelum mereka  (suami-istri) atau  scbelum keputusan hakim  tentang
perceraian lempat tidur dan meja makan mendapat keletapan. Sebaliknya, bila
pengaduan tuntutan zina itu diajukan setelah melakukan perceraian atau
setelah adanya ketetapan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja
makan, maka tuntutan ity akan diindalkan oleh pengadilan  (hakim). Dan
apabila pezing u dapat dibuktikan bzhesa iu telah berzina, maka hakim
berhak untuk mienjatuhkan hukuman sesuai dengan ketetuan pasal 284 KUNP,

vaitu dibukum penjara sclama-famanya sembilan bulan



. Tajuan Hukuman Qverspel/Zina Menunit KUHP

Penegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal
yang sangat urgen (penting), karena dengan tegaknya hukum, kelangsungan
dan tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat
dapat dicapai secara optimal. Hukum Pidana sebagai salah satu komponen
dalam usaha penegakkan hukum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat pada umumnya. Maka terhadap masalah kemanusiaan dan
masalah kemasyarakatan banyak usaha-usaha untuk menanggulangi suatu
kejahatan,  yaitu mencegah dan  menanggulangi perbuatan itu  dengan
menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana atau
hukuman.

Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata-mata ditujukan kepada
sipenjahat fetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga
masyarakat yang menlaati norma-norma masyarakat.

ILL Packer mengemukakan dalam bukunya the limits of criminal
sanction lentang pentingnya sanksi pidana atau hukuman, yaitu ;-

V. The criminal sanction is indispensable, we coul not now or in the
Jereseeable  future, gel a long without it (sanksi pidana (hukuman)
sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sckarang maupun di masa
yang akan datang tanpa pidana).

2.The criminal sanction is the best available device we have for dealing
with gross and immadiate harms and threats of harm (sanksi pidana

(hukuman) metupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita



miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atay bahaya besar dan segera
serta untuk menghadapi ancaman-ancaman Jdari bahaya).

3.Tha crx%minal sanction is at once prime guarantor and prima threatenar of
hunmnf_ﬁ'cedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used
indiscriminately and coercively, i is threatener (sanksi pidana spaty
ketika merupakan penjamin vang terbaik dan suatu ketika merupakan
pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin
wpabila  digunakan secara hemal cermat dan sccara  manusiawis ia
merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara
paksa (Muladi 1992 156).

Beberapa teort yang dikemukakan oich Para Filosof hukum tentang
wjuan hukuman adalah sebagai berikut ;

Emnnuel Kant, seorang filosof dari Jermian, mengatakan bahwa
hukuman adalah suatu pembalasan, berdasarkan pepatah kuno sigpa yang
membunuh  harus dibunuh. Pendapat ini biasa discbut teori pembalasan
(vergeldings theoris),

Pujanggy Feurbuch berpendapat, bahwa tujuan hukuman hars dapat
mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori ini biasa disebut
dengan faori mempertakutkan (afchrikking theorie).

Filosof lain berpendapatl bahwa tujuan hukuman adalah untuk
memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan, teori ird disebut jugs seosi
mamprerbaiki (verbeterings theorie) (Soesilo 1996:36).

Sebagainiana  telah diterangkan  sebelumnya bahwa hukuman
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nicrupakan suatu  perasaan lidak enuk {sengsarn) yang dijatubkean oleh hakim
dengan vonis kepuda orang yang teluh melanggar 1 ndang-undang Hukum
Pidana. Dengan demikian hukuman itu bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan atau tindak kriminal yang timbul dalam masyarakat sosial, sehingga
dengan adanya hukuman ini pelaku kejahatan (pezina) dapat menjadi jera dan
tidak melakukan lagi perbuatan itu. Begitu pula bagi masyarakat luas agar
dengan adanya hukuman tidak melakukan pelanggaran pidana.

Prof. DR. Muladi 3.H. dalam bukunya, Lembaga Pidana Bersyarat,
menegaskan  bahwa i menyetujui  pendapal  Herbent L. Packer yung
menyatakan baliwa hanya ada dua lujuan utama dari pemidanaan, yakni
pengenaan penderitaan yang sctimpal terhadap nenjahat dan pencegahan
kejuhatan (Muladi 1992: 60).

Dengan demikian, secara garig besar tijuan pemidanaan (hukuman)
#dalah
1. Pencegahan; baik bersifat umum maupun khusus.

a. pencegahan wmum, adalal dibarapkai bagi masyarakat luas agar lidak
melakukan perbuatan zina, mengingat sanksi yang dijatuhkan sangat
mergikan atau menyakitkan (dengan dipenjara maksimalnya sembilan
bulan).

b, Pencegahan kKhusus, yaitu dibarapkan dengan adanya sanksi pidana ini
individe  yang miclanggar  (lerpidana)  akan menjadi  jera setelah

melaksanakan hukuman dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

I~

. Periidungan bagy masyarakat.



Diharapkan dengan adanys sanksi pidana bagi pelakn perbuatan zina dapat
melindungi masyarakat dari perbuatan zinw (ersebut, maupan akibat atau
dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

3, Memelihara golidaritas masyarakat.,
Karena perbualan zina merupakan snalu perbualun yang' merusak
kehidupun masyarakat karena akibal yang ditimbulkunnya dapat memecah
belah antara masyarakat, sebab perbuatan zina itu dapat dan sering
menimbulkan pertengkaran dan bahkan pelumpahan darah, baik antara
pelakn  zina (lcngah pihak yang dimgikan atau dengan kelnarga yang
dirugikan tersebut. Muka / dengan adanye senksi pidana diharapkan
perbuatan  zina  dan  akibat yang ditimbulkannva tidak (erjadi dalam
masyarakat.

4. Pengitnbalan (Pcngimhangan}.‘.
Dengan adanya hukuimian penjara selaima semibilan bulan bagi pelaku zina,
diharapkan dapat mengasimilasikan kembali nara pidang tersebut ke daiam

masyarakat Muladi 1992: 61).



